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PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.G/IXXXX/PA.Blp

o>l ozl alll pans
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXX bin XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa
XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu,
selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

XXXXXXXX binti XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun XXXX,
Desa XXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan
dengan 27 Sa’ban 1435 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan di Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/020/VI1/2014, tertanggal, 26 Juni 2014
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Termohon di
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Dusun Tadette, Desa senga selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten
Luwu selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan
Termohon muncul pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- Termohon tidak pernah memperdulikan / tidak memberikan perhatian
kepada anak Pemohon;
- Termohon selalu minta cerai terhadap Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan
rumah Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah
berjalan 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk berikrar
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX)
di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon
hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya
terbut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali
bersama Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut pada
persidangan tanggal 23 Oktober 2019 Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga
untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk
kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama
Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan
mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 penyelesaian perkara dapat
dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut
tidak melanggar hak Termohon sebab dilakukan sebelum terjadi jawab
menjawab sehingga permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak
memerlukan persetujuan dari Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk
mencabut permohonannya dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut
kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
481/Pdt.G/2019/PA.BIp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, pada hari Rabu, tanggal 23
Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah,
oleh kami Mashuri, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Helvira, S.H.I
dan Husaima, S.H.l sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Sitti Naimah, S.Ag

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Helvira, S.H.I. Mashuri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,
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Husaima, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp.  6.000,00

Jumlah : Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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